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DEWAN PENGAWAS SYARIAH, BANK PEMBIAYAAN RAKYAT

SYARI'AH DAN PERSEPSI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah
1. Pengertian

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dudokepok
lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bankedaivaga keuangan
berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang bekebank
mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank PembiayRakyat
Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yakgnbherbentuk
bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Baitull M& Tamwil
(BMT).!

Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPR&Jap
dasarnya berpusat pada kata “pembiayaan”. Oleh bseta untuk
mengetahui pengertian BPRS, maka ada baiknya digapaterlebih
dahulu mengenai pengertian “pembiayaan” denganefzsan sebagai

berikut:

! pada prinsipnya BMT hamper sama dengan BPRS néhiimkecil ruang lingkupnya.
Untuk lebih jelasnya mengenai kelembagaan dalam disat dilihat dalam Zuhairi Hasadl
Perbankan Syari'ah: Titik Temu Hukum Islam dan HukNasional Jakarta: Rajawali Pers, 2009,
him. 29; terkait dengan LKS dapat juga dibaca dakawlin NuryadinBMT dan Bank Islam:
Instrumen Lembaga Keuangan Syari'&andung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, him. 159-160
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a. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2Q8&mbiayaan
adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutamg ykpat
dipersamakan dengan itu.

b. Menurut Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 temfaarbankan
Syari'ah, pembiayaan adalah penyediaan dana ajéhatayang dapat
dipersamakan dengan itu.

c. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan AdsNo. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syari'dhlata
penyediaan dana atau tagihan yang merupakan fesetpjuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain di mamtnga pihak lain
wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jang&ktu tertentu
dengan memberikan imbalan atau bagi Hasil.

d. Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No. 1251/KMK/Q988
dalam lingkup pembiayaan konsumen dijelaskan bahyeag
dimaksud pembiayaan adalah pembiayaan yang dilberkepada
konsumen untuk melakukan pembelian barang yang agsnédnnya
dilakukan secara berkala atau angsdran.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui @aBRRS
memiliki pengertian lembaga keuangan yang berbebarik yang ruang

lingkup kinerjanya berhubungan dengan pemberialyguéaan dana bagi

2 Definisi dalam item a sampai ¢ dapat dilihat dalBadan MuttagienAspek Legal
Lembaga Keuangan Syari'ah: Obligasi, Pasar Modakk$&adana, Finance, dan Pegadaian
Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009, him. 85.

3 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktegaging,
Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, &tedit), Bandung: Citra Aditya Bhakti,
1995, him. 205.



18

konsumen untuk pembelian suatu barang dengan péadam dalam

jangka waktu tertentu melalui angsuran dengan teiliag imbalan atau

bagi hasil yang disesuaikan dengan ketentuan ayésiam.
2. Dasar Hukum Perbankan tentang BPRS

Keberadaan BPRS sebagai bagian dari lembaga keuaegaasis
syari'at didasari oleh beberapa landasan hokumambB@dessar hokum dari
BPRS adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI1/2004 tentaB&R
Berdasarkan Prinsip Syari’ah beserta penjelasaﬁnya.

b. Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No. Per-03/BL/2007 tewgta
Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syari'ah.

c. Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No. Per-04/BL/2007 tewtaAkad-
Akad Yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Radm
Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Dari tiga landasan hokum di atas dapat diketahbiwbaBPRS
telah memiliki legalitas secara keseluruhan yangnaakup legalitas
kelembagaan, legalitas kegiatan kelembagaan daaliteeg akad yang
digunakan dalam kegiatan kelembagaan BPRS.

3. Perbedaan Pembiayaan Syari’ah dengan Perkreditan
Pembiayaan syari'ah dan perkreditan sekilas harmpemiliki

kesamaan. Namun sebenarnya dua istilah tersebutlikieperbedaan

* Sebagaimana dikutip dalam Cik Bas¥enyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di
Pengadilan Agama dan Mahkamah Agudagkarta: Kencana, 2009, him. 57.

® Untuk dasar hokum item b dan ¢ dapat dilihat daladan Muttagienpp. cit, him.
100.
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yang mendasar, baik secara ruang lingkup kinerjapuna imbalan yang
diterima sebagai konsekuensi kerja dari pembiagaarperkreditan.

Persamaan antara pembiayaan syari'ah dan perkredialah
sama-sama sebagai upaya penyediaan dana bagi kemsmtak membeli
barang. Sedangkan perbedaan kedua istilah tersddpdt dijelaskan
sebagai berikut:

a. Pembiayaan — dalam lingkup konvensional sebagai bjagman
konsumen — merupakan penyediaan dana untuk konswmang
terbatas pada pemenuhan kebutuhan hidup yang diemsibduktif
sedangkan perkreditatebih cenderung pada pemenuhan kebutuhan
hidup konsumtif.

b. Pembiayaan syari'ah berdasar pada prinsip tolongnoloag
sedangkan perkreditan berdasar pada bisnis inv&stzengan.

c. Penarikan atau sumber keuntungan pembiayaan sydréeasal dari
adanya bagi hasil, margin dan fee sedangkan paderediéan
keuntungan bersumber dari adanya bunga dalam keatit diberikan.

d. Besaran keuntungan pada pembiayaan syari'ah diemtioerdasarkan

kesepakatan antara lembaga keuangan syari'ah dekgasumen

® Untuk mengetahui lebih jauh tentang perkreditam dembaga yang menaungi
perkreditan dapat dilihat dalam Adler Haymans MangrModal Untuk Bisnis UKMJakarta: PT.
Kompas Media Nusantara, 2008, him. 67-73; Ruddy Santoso,Kredit Usaha Perbankan
Yogyakarta: Andi, 1996, him. 5-11; Warman Djoh&uredit Bank, Alternatif Pembiayaan dan
Pengajuannyat.kp: Mutiara Sumber Widya, 2000, him. 157-190.

" Munir Fuady,op. cit, him. 203-204.
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sedangkan pada perkreditan ditentukan sepihak d&rhbaga
perkreditarf.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pedre antara
pembiayaan syari'ah dengan perkreditan terpusad paicisip kerja dan
partisipasi konsumen dalam akad yang dilakukan ndagembiayaan
syari’ah dan perkreditan.

4. Kegiatan BPRS
Ruang lingkup kegiatan BPRS pada dasarnya samaadeng
lembaga keuangan lainnya yang secara garis bedaunbumgan dengan
penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Ndemikian, selain
dua kegiatan utama tersebut, BPRS memiliki kegid&nnya yang
seluruh kegiatan itu dapat dijelaskan sebagai betik
a. Menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simptataingan
(wadi’ah) dan investasi deposito.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang dilakukdsomd bentuk
pembiayaan dengan prinsip sebagai berikut:
1) Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk mudharabah dagarakah.
2) Pembiayaan umum dengan akad mudharabah, salarstisana’.
3) Pembiayaan gardh
4) Pembiayaan sewa

5) Pengambilalihan hutang (hawaldf).

8 Untuk item b hingga d dapat dilihat dalam Dadarttifyien,op. cit, him. 98-99.

® Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kegiatan BERSat dilihat dalam Cik Basir,
op. cit, him. 63-64.

1% Dijelaskan pula dalam Dadan Muttagiep, cit, him. 88-98.
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c. Menempatkan dana pada bank syari'ah lain.

d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan senditipua nasabah.

e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usalapkan
syari‘ah lainnya sesuai dengan prinsip syariah dserdasarkan
persetujuan Bank Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa t@agiBPRS pada
dasarnya bertujuan untuk menjadikan dirinya sebégabaga mediasi
keuangan dari masyarakat dan untuk masyarakat detega@p menjaga
kepercayaan yang berlandaskan pada kepentingamataserdasarkan
prinsip syari'ah.

B. Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)
1. Pengertian

Untuk mengetahui pengertian Dewan Pengawas Sya(D#t)
dapat dilihat dari beberapa batasan pengertiaartgridPS berikut ini:

a. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PB4 tentang
Perbankan Syari'ah Pasal 19 ayat (2), DPS adalalardeyang
melakukan pengawasan terhadap prinsip syari’amdiéagiatan usaha
bank

b. Menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUl No. Kep-98/MI/R001
tentang Susunan Pengurus DSN-MUI, DPS adalah byatzon ada di

Lembaga Keuangan Syari'ah dan bertugas mengawdsksp@aan

1 Cik Basir,op. cit, him. 55-56.
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keputusan Dewan Syari'ah Nasional (D&NJi Lembaga Keuangan
Syari'ah tersebut yang penempatannya atas perastGgN®?

c. Menurut Karnaen A.P. dan M. Syafii Antonio, DPSaéh suatu
dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jatatayk Islam
sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muadelh Islant?

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa DHS&lah
kepanjangan tangan dari MUl yang pembentukannya p&setujuan
DSN dan B yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap
kinerja Lembaga Keuangan Syari'ah agar sesuai depgasip-prinsip
syari'ah, baik dalam lingkup produk maupun kegidtanangannya.

2. Dasar Hukum Perbankan tentang DPS

Sama halnya dengan BPRS, keberadaan DPS juga kiemili
landasan hokum yakni sebagai berikut:

a. Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunju
Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas aSyadda
Lembaga Keuangan Syari'ah.

b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/200#aeg Perbankan

Syari'ah.

2 DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang Kegiaya menetapkan fatwa
tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bgnkah agar kegiatan perbankan syari'ah
sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Lihat dalbid., him. 56.

13 Kuat IsmantoManajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam LembKgaangan
Syari'ah Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, him. 114;aiedengan pengertian DPS juga diatur
dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentarmguifjuk Pelaksanaan Penetapan
Anggota Dewan Pengawas Syari'ah pada Lembaga Kana®yari'ah. Lihat dalam Adrian
Sutedi,Perbankan Syari’ah: Tinjauan dan Beberapa Segi hHykBogor: Ghalia Indonesia, 2009,
him. 141.

14 Karnaen A.P. dan M. Syafi'i AntonidApa dan Bagaimana Bank IslanMogyakarta:
Dana Bhakti Wakaf, 1992, him. 2.

'3 Lihat dalam Cik Basiroc. cit
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c. Keputusan Dewan Pimpinan MUl No. Kep-98/MUI/Ill/2ZD@entang
Susunan Pengurus DSN-MUI
d. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ahlR3&s

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa itagaDPS tidak
hanya berasal dari institusi syari’ah saja namga jmendapatkan legalitas
dari lembaga pusat perbankan Indonesia yakni Baddrlesia.

3. Keanggotaan DPS (Syarat Anggota DPS dan Prosedetdpannyd}
Ketentuan mengenai keanggotaan DPS adalah sel&daitb
a. Setiap Lembaga Keuangan Syari'ah harus memilikikgegia tiga
orang anggota DPS.

b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan seliagaa

c. Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahunkaannaengalami
pergantian antarwaktu apabila meninggal dunia, aniberhenti,
diusulkan oleh lembaga keuangan syari'ah yang hgksdan, atau
telah merusak citra DSN.

Untuk menjaga ketentuan keanggotaan DPS, maka dalam
keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang PetuRjalaksanaan
Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari’ah padadganifeuangan
Syari'ah disebutkan syarat-syarat orang yang dapatduduki jabatan
Dewan Pengawas Syari’ah dengan syarat sebagauberik

a. Memiliki akhlak karimah

16 Terkait dengan pembahasan ini dapat dilihat daaimian Sutedi,op. cit, him. 141-
142.
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b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syari’ah amalah dan
pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuaegarasumum

c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan #sackan
syari'ah

d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari'ah yarguldikan
dengan surat/sertifikat DSN.

Dengan syarat-syarat di atas diharapkan seseoramgg Yy
menduduki posisi DPS tidak hanya mampu dalam mkkkpengawasan
terhadap kinerja lembaga keuangan syari'ah semataum juga dapat
berperan dalam pengembangan kinerja keuangan lemBagangan
syari'ah dengan tetap mengacu dan berpedoman padsipgrinsip
syari'ah.

Pemilihan anggota DPS melibatkan tiga lembaga y&kmbaga
keuangan yang bersangkutan, DSN dan BI. Berikutaddlah prosedur
penetapan anggota DPS:

a. Lembaga keuangan syari'ah mengajukan permohonsengetan
anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapaiadusulan
nama calon DP§.

b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BadansBekkHarian
DSN.

c. Hasil rapat tersebut kemudian dilaporkan kepadaiman DSN.

" pengajuan calon nama anggota DPS disetujui damhaboleh LKS dalam Rapat
Umum Pemegang Sahan (RUPS). Lihat dalam Zuhasahiap. cit, him. 52.



25

d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkaagaeb
anggota DSN yang dilegalkan juga oleh Bank Ind@nesi
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa prpsmbentukan
DPS tidak dilakukan secara asal-asalan melainkaalumesuatu proses
seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan secaietatal organisasi.
. Tugas, Wewenang, dan Peran DPS
Tugas utama DPS tidak lain adalah mengawasi kegiataha
lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan katedan prinsip yang
difatwakan oleh DSN® Sedangkan menurut Karnaen dan Antonio, tugas
DPS adalah mendiskusikan masalah-masalah dan keansianis yang
dihadapkan kepadanya sehingga dapat ditetapkansua@aa atau
ketidaksesuaian dengan syari'ah IsfEmUntuk mengimplementasikan
tugas tersebut, DPS memiliki kewenangan sebaggiuber
a. Memberikan pedoman atau garis-garis besar syayéaty berkaitan
dengan pengerahan maupun penyaluran dana masyarakat
b. Mengadakan perbaiakan produk yang telah atau sedgaignkan
olah LKS manakala dinilai kurang atau bahkan tidakuai dengan
ketentuan syari'ah.
Secara lebih rinci, Cik Basir memberikan penjelasagngenai
tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS:
a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan opeshdank

terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

18 Adrian Sutedipp. cit, him. 142.
9 Karnaen A.P. dan M. Syafi'i Antoniop. cit, him. 2-3.
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b. Menilai pelaksanaan aspek syari'ah sebagai pedaparasional dan
produk yang dikeluarkan.

c. Memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap psakan
operasional secara keseluruhan dalam publikasi. bank

d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fagaian

e. Menyampaikan laporan kerja sekurang-kurangnya @GrbWepada
Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indone$ia.

Dari keberadaan tugas dan wewenang DPS secaraléidg&ung
menandakan bahwa DPS memiliki fungsi bagi LKS sabberikut:
a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada LKS
b. Sebagai mediator antara LKS dan DEN.

Lebih detail MUl menjelaskan fungsi DPS dalam Kean
Dewan Pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentan&usunan
Pengurus DSN-MUI sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan secara periodek pada LKS bparada di
bawah pengawasannya.

b. Mengajukan usul-usul pengembangan kepada kepala KIS
bersangkutan dan kepada DSN.

c. Melaporkan produk dan operasional LKS kepada DSkurseg-
kurangnya 2 kali dalam satu tahun.

d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerluka

pembahasan di DS.

20 Cik Basir,op. cit, him. 56.
21 Adrian Sutedioc. cit
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Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa DB®iliki peran
yang tidak kecil dalam kegiatan usaha LKS. Pera [k disimpulkan
adalah sebagai berikut:

a. Sebagai mediator LKS dan DSN, DPS berperan dalambaekan
gambaran yang jelas mengenai harapan yang diingidelam usaha
keuangan syari'ah serta realita harapan dalam sipaanya. Dengan
kedudukannya ini, DPS berperan dalam melakukanyaskakegiatan
usaha keuangan yang berkesesuaian dan berprisifaky

b. Sebagai penasehat pengurus LKS, DPS berperan setzagdormer
pengetahuan syari'ah sehingga pengurus LKS dapatatmemi dan
menjadikannya sebagai landasan kerja dalam LKS.

c. Sebagai penasehat kelembagaan LKS, DPS berperagasgiihak
yang men’syari'ah’kan suatu LKS vyang berada di bawa
pengawasannya.

5. Pengawasan DPS

Pemaparan tentang pengawasan yang dilakukan oléh dapat
dijelaskan dalam beberapa hal berikut ini:

a. Ruang Lingkup Pengawasan
Ruang lingkup pengawasan DPS dapat dibedakan mehjacdidang
yakni?>

1) Struktur organisasi

22 Kuat Ismantopp. cit, him. 117.
2 Adrian Sutedipp. cit, him. 136-137.
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Pengawasan kepada struktur organisasi dilakukaadeegetiap
pengurus LKS. Pengawasan ini tertuju pada pemahadaamn
kinerja pengurus LKS. Apabila DPS menemukan kinpgagurus
dan karyawan LKS kurang atau tidak sesuai dengamsipr
syari’'ah, maka DPS dapat mengambil tindakan.
2) Operasional usaha yang dibiayai
Pengawasan ini tertuju pada produk dan operasgasalproduk
yang dikeluarkan oleh LKS. Sama halnya dengan lpghtruktur
organisasi, dalam pengawasan ini DPS dapat mengéndakan
manakala menemukan operasional usaha yang dilkaseng atau
tidak sesuai dengan prinsip syari’ah.
Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa ruargklip pengawasan
yang dilakukan tidak hanya terkait dengan produk daerasional
produk saja melainkan juga kepada struktur orgah{&DM). Hal ini
mengindikasikan bahwa pengawasan tidak hanya bartipada aspek
produk saja namun juga bertujuan untuk menciptakamber daya
manusia yang memahami syari'ah sehingga akan ledapat
memaksimalkan operasionalisasi produk usaha, balknd proses
pengeluaran maupun pelaksanaan produk di lapangan.
Selain dua lingkup tersebut, ada juga pendapat yaergyatakan

bahwa aktifitas kegiatan pengawasan DPS melimaihal yakni:
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1) Ex ante auditing, yakni aktifitas kegiatan pengama®PS yang
dipusatkan pada pemeriksaan berbagai kebijakandiangpil oleh
LKS.

2) Ex post auditing, yakni aktifitas kegiatan pengava®PS yang
dipusatkan pada pemeriksaan laporan kegiatan daorala
keuangan.

3) Perhitungan dan pembayaran zakat LKS, aktifitasbigikaitan
dengan pelaksanaan ketentuan syari'ah tentang banda (mal)
yang menjadi bagian kewajiban dari LKS.

Meskipun berbeda secara redaksional, kedua pendtgraebut

memiliki kesamaan yakni memusatkan pengawasan padag

lingkup SDM dan LKS yang berasas pada prinsip delakganaan
syari'ah Islam.
b. Tahap-Tahap Pengawasan BPS

Dalam melakukan pengawasan, DPS dapat melaksanakamelalui

tiga prosedural pengawasan dengan penjelasan séleaigat:

1) Prosedur atau tahapan perencanaan pengawasan
Pada tahapan ini DPS membuat rencana terkait detadeapan
pengawasan yang akan dilaksanakannya. Tahap inipaesn
tahapan penting dan paling mendasar karena hdaiindahapan

ini yang akan menjadi acuan dan pedoman DPS dalelakokan

**1bid., him. 144.
% Kuat Ismantopp. cit, him. 117-118.
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pengawasan kepada LKS. Perencanaan pengawasanadiaas
dengan ruang lingkup pengawasan DPS.
2) Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan merevievakederja
pemeriksaan
Tahapan ini merupakan tahapan operasional damp&mhpertama.
Pada tahapan ini, DPS melakukan tugasnya sesugaml@éancana
yang telah dibuat. Untuk memudahkan pengawasana rdakam
tahapan ini DPS dapat melakukan salah satu bergngawasan
dengan melakukan peninjauan kertas kerja pemenksaa
3) Pendokumentasian kesimpulan dan laporan
Tahapan ini adalah tahapan akhir yang merupakamapsah
pengarsipan yang perlu dilakukan oleh DPS. Hapemting agar
setiap perkembangan pengawasan dapat dimonitoraiggai
bahan evaluasi kerja dan pertimbangan dalam mekamntonodel
pengawasan yang akan dilakukan pada masa mendatang.
6. Peran DPS

Apabila memperhatikan tanggung jawab tugas DPS yatah

dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa m&8iliki peran yang

unik dalam lingkup Lembaga Keuangan Syari’ah. Keanitersebut tidak

lain adalah dua peran yang ada dalam diri DPS, iyp&ran sebagai

penjamin terlaksanakannya prinsip syari'ah dan rpeebagai pengawas

operasional syari’ah oleh LKS.
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Kedua peran yang dimiliki oleh DPS merupakan sasatuan
yang saling berhubungan. Peran DPS sebagai penjenaksanakannya
prinsip syari'ah oleh LKS menjadikan DPS sebagatsuembaga yang
berposisi sebagai media penghubumidge) ketentuan syari’'ah mengenai
LKS dan pemahaman LKS terhadap ketentuan syariafsebut.
Sedangkan peran DPS sebagai pengawas merupakan aejatan
sebagai konsekuensi dari perannya sebagai penjamiah keunikan dari
DPS, sebagai lembaga yang menjamin, DPS sekaligglaksanakan
sendiri pengawasan terhadap pelaksanaan syargahL&S. Secara lebih
sederhana kedua peran DPS di atas akan mengeradatpgeran DPS
sebagai garda terdepan dalam penegakkan prinsigyprsyari’ah dalam
operasionalisasi kegiatan keuanganffy#pabila DPS tidak maksimal
dalam melaksanakan perannya maka akan sangat murigkjadi
penyelewengan terhadap prinsip syari'ah dalam sp@ralisasi LKS.

Hingga saat ini, peran dari DPS yang secara iddgahh sebagai
supervisi dalam pengawasan syari'ah di LKS belunekeana secara
optimal. DPS selama ini hanya mampu berperan sebag@asehat
syari'ah bagi manajemen, alat komunikasi dan margebagi bank
syari'ah dan legislator produk LKS, sedangkan pgreman

pengembangan LKS secara maksimal dalam prinsip'aydrelum dapat

2 pid., him. 114-115.



32

terlaksanakan. Kekurangmaksimalan peran vital D&{sagai supervisi

LKS disebabkan oleh 3 (tiga) faktor berikut #i:

a. Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan’'alyasoleh DPS
akibat ketidakefektifan dan ketidakefisiensian nm&ime pengawasan
syari'ah dalam LKS.

b. Terbatasnya ketrampilan sumber daya DPS dalam amasaldit,
akuntansi, ekonomi dan hukum bisnis.

c. Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yangtiéfeé&ri DPS
dalam melaksanakan fungsi pengawasan internalayatalam LKS.

C. Teori Persepsi

1. Pengertian

Pemaknaan tentang persepsi sendiri dalam lingkugkredapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Menurut Dimyati Mahmud, persepsi adalah menafsidtanulus yang
telah ada di dalam ot&R.

b. Kartini Kartono menjelaskan bahwa persepsi adalabngalami
sesuatu dan merasakan sesuatu tanpa mengadakasap@mmantara
diri sendiri sebagai subyek dengan obyek yang ditiaya?°

c. Slameto berpendapat bahwa persepsi adalah prosgsnenyangkut

masuknya pesan atau informasi ke dalam otak marfusia

27 adrian Sutedipp. cit, him. 150-151.

28 Dimyati MahmudPsikologi Suatu PengantaYogyakarta : BPFG, 1990, him. 41.

2% Kartini Kartono,Psikologi UmumBandung: Penerbit Alumni, 1984, him. 57.

30 Slameto,Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinykakarta: Rineka Cipta,
1991, him. 102.
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikdtahwasanya
persepsi merupakan tafsiran pesan atau informag yeenjadi stimulus
di dalam otak yang berakhir pada munculnya prosesgetahui dan
memahami. Jadi proses terjadinya persepsi itu tzrderi obyek yang
menimbulkan stimulus kemudian stimulus itu mengeakit indera,
kemudian dilanjutkan oleh syaraf sensorik ke otiatam otak stimulus itu
diproses sehingga seseorang dapat menyadari agadianma dengan
reseptor itu. Dari kesadaran maupun pemahamanbtérdeemudian
manusia akan melakukan perbuatan untuk melakukamau at
mengoperasionalkan pemahaman terhadap suatu hay yafah

dimilikinya.®*
. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Walgito individu mengenali suatu obyek dawnia luar
dan ditangkap melalui inderanya. Bagaimana indivichenyadari,
mengerti apa yang diindera, ini merupakan suatusg®o Proses
terbentuknya persepsi seseorang dapat dijelaskagaieberikut:

a. Proses fisik atau kealaman
Maksudnya adalah tanggapan tersebut dimulai demggek yang
menimbulkan stimulus dan akhirnya stimulus itu nmesrag alat indera

atau reseptor.

31 Bimo Walgito,Pengantar Psikologi Umumyogyakarta: Andi Offset, 1997, him. 58.
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b. Proses fisiologis
Maksud dari proses fisiologis yaitu stimulus yanterima oleh alat

indera kemudian dilanjutkan oleh syaraf sensorikted.

c. Proses psikologis
Proses psikologis adalah proses yang terjadi daltak sehingga
seseorang dapat menyadari apa yang diterima demg@ptor itu,

sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterimahya

Setelah ketiga proses tersebut terjadi, maka keanudrbentuklah
persepsi dalam pikiran seseorang tentang stimalng telah diterimanya.
Namun demikian, ketiga proses timbulnya persepsetrit tidak berdiri
sendiri sebagai pembentuk persepsi melainkan jupgandaruhi oleh
factor-faktor lainnya. Menurut Siagian, factor-fakiyang mempengaruhi
persepsi seseorang meliputi:

a. Faktor pelaku persepsi
Faktor pelaku persepsi adalah faktor yang timbui deang yang
mempersepsi. Sikap, motif, kepentingan, minat, pkmgan, dan

harapan akan mempengaruhi tanggapan seseorandaersesuatu.

b. Faktor sasaran persepsi
Faktor sasaran persepsi yaitu faktor yang munculaga yang akan

dipersepsi, misalnya hal-hal baru seperti gerakadak tanduk dan

32 bid., him. 58-59.
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ciri-ciri yang tidak biasa akan turut juga dalammneetukan persepsi

orang yang melihatnya.

c. Faktor situasi persepsi
Faktor situasi persepsi yaitu faktor yang munciiubeingan karena
situasi pada waktu mempersepsi. Sebagai contohg ang memakai
pakaian renang di tempat yang tidak ada hubungadepgan olah
raga renang tentunya akan mempengaruhi persepsig oyang

melihatnya®

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui dsenwa
stimulus yang diterima oleh seseorang akan diprossalui tiga tahapan
dan dipengaruhi oleh pelaku, sasaran, dan situasi @rang yang
menerima stimulus tersebut. Dengan demikian, jikeaitkan dengan
dimensi perilaku keberagamaan, maka persepsi segpguga akan

dipengaruhi oleh dimensi keberagamaan dalam dirinya

% Sondang P. Siagiafeori Motivasi dan AplikasinyaJakarta: Rineka Cipta, 1995, him.
101-105.



